
GUBER}IUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR ; 11o^ A"G_zals

TENTANG

PEMBENTUKAN TI M PEIVYUSUNAN PROFIL PERKEMBANGAN KEPENDUDU KAN
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2018

Menimbang i a.

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

bahwa dalam rangka penyqiian data dan pemberian infornnasi
perkernbangan kependudukan, perlu disusun ProfiI
Perkembangan Kependudukan berskala provinsi yang berasal
dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan
dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab datram
urLrsan pemerintahan dalam negeri;

bahwa dalam menyusun Profil Perkembangan Kependudukan
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 dibutuhkan koordinasi
yang efektif antara beberapa sektor dan bidang
pernerintahan, dan untuk itu perlu dibentuk Tim
Pen5rusunan Profil Perkembarlgan Kependudukan Provinsi
Sumatera Barat Tahun 2Ol8;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf b, perlu menetapkannya dengan Keputusan
Gubernur;

Undang*Undang Nornor 61 Tahr.ln 1958 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera
Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (L,embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Reprrblik Indonesia Nomor
16a61;

Mengingat : 1.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun ", 2006 tentang
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran
Negara Repubtrik Indonesia Nomor 46741, sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran. Negara
Republik Indonesia Tahun 2OL3 Nomor 232, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Norraon 5a75);

3. Undang-Undang Nornor 52 Tahun 2OA9 tentang
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor
161, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
508O);

b.



4" Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Al4 tentang
Pemerintahan Daerah {L,ernbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2A1.4 Nonaor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undalg-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nornor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Repubtrik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
567e1;

Peraturan Per,nerintah Nomor 37 Tahun 2AAT tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2AAG tentang
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 80 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 47361, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor tA2 Tahun
2AL2 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
37 Tahun 2AA7 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
(Lembaran Negar Republik Indonesia Tahun 2OL2 Nomor
265, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5373);

5.

6. Peraturan Menteri
tentang Pedoman
Kependudukan;

Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2O1O
Pen5rusunan Prolil Perkembangan

7 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 20 I 1

tentang Pedoman Pengkajian, Pengern angan dan
Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2Ol5
tentang Persyaratan, Ruang Linglrup dan Tata Cara
Pembenian Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk
Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda
Penduduk Elektronik;

9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun
2A16. tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Pr"ovinsi Surnatera Barat;

1O. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, T\rgas dan Fungsi
serta Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur
Surnatera Barat Nomor 1l7 Tahun 2ALT tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78
Tahun 2OL6 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
TUgas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah;

MEMUTUSKAN:...



Menetapk4n

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

MEMUTUSKAN:

Membentuk Tim Pen5rusunan Profil Perkembangan
Kependudrrkan Provinsi Srrmatera Barat Tahtrn 201"8 dengan
susunan keanggotaan sebagairrrana tercantum dalam larmpiran
yang merupakan bagian tidak-terpisahkan dari Keputusan ini"

Tim sebagairnana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai
tugas :

1. mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data
kependudukan skala provinsi; dan

2. menyajikan Profil Perkembangarl Kependudukan Skala
Provinsi.

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud
datram Dikfi,rrn KESATU bertanggung jawab dan rmenyanapaikan
laporan kepada Guhernur melatrui Sekretaris Daerah.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, DPA Dinas Pengendalian
Pendr.lduk, Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Provinsi Sumatera Barat.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 6 Marct 2019

Q .cveeRNUR suMATERA BARAT,

)?

NO

Tembusan diqgmpaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Jakarta.
2. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang.
3. Inspektur Provinsi Sumatera tsarat di Fadang.
4. Kepala Badan Keuangan Daemh Provinsi Surnatera tsarat di Padang.
5. Kepa.la Dinas Pengendalian Fenduduk, KB, Dukcapil Provinsi Surnatera tsarat di Padang.
6. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agarna Provinsi Sumatera Etaxat di Padang.
7. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat di Padang.
8. Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat di Padang.
9. Kepa.la Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat di Padang.
1O. Kepala Dinas Pendidikan Frovinsi Sumatera Barat di Padang.
ll.Yangbersanglutan i



LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR : 11o- le9- 2a19

TANGGAL :6Marc{ 2A19
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PEI{YUSUNAN PROFIL

PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN PROVINSI
SUMATERA BARAT TAHUN 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN PROFIL PERKEMBANGAN
KEPENDUDUKAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2018

NO NAMA/NIP JABATAN INSTANSI KEDUDUKAN
DAI-AM TIM

1 IRWAN PRAYITNO Gubernur
Surnatera tsarat

Pemerintah
Provinsi

Pengarah

2 Drs" AL\UIS
NrP.19610303 198210 t OA2

Sekretaris Daerah Sekretariat
Daerah

Penanggung
Jawab

3 H. NOVRLAL, S.E., M.A., Akt.
NIP.19661105 199403 1 005

Kepala Dinas Dinas PPKBKPS
Provinsi
Sumatera tsarat

Ketua

4 EZEDDIN ZAIN, S.H.. M.E.
NIP.19741031 199803 1 004

Kabid FIAK dan
Pemanfaatan Data

Dinas PPKBKPS
Provinsi
Sumatera Barat

Sekretaris

5 Ir. PUTRI RENO SARI, M.Si.
MP. 19660602 199203 2 005

Sekretaris Dinas Dinas PPKtsKPS
Provinsi
Sumatera Barat

Anggota

6 JANUAR, S.H.
NIP.19800105 200501 I OO4

Pen5rusun Bahan
Pembinaan SDM
Kepenglruluan

Kantor Wilayah
Kementerian
Aga,rna Provinsi
Sr.lmatera Barat

Anggota

7 Dr. FIONALIZA,MI<\fi.
NrP.19690703 2002t2 2 002

Kepala Seksi Kesga
dan Gizi

Dinas Kesehatan
Provinsi
Sumatera Barat

Anggota

B YUT-IASTT, A.Md
NIP.19581028 1992A3 2 AA4

Fungsional Umuur
pada Subbag
Program dan
Keuangan

Dinas Tenaga
Kerja dan
Transmigrasi

Anggota

9 FADIL, S.Kom., M.M.
NrP.19741022 200501 1 009

Fungsional Umum
pa.da Subbag Data
Teknologi dan
Inforrnasi

Dinas Pendidikan
Provinsi
Sumatera Barat

Anggota

10 YOCE DIVELINO, S.Kom., M.CIO.
NIP.19830626 20LOOL L O21

Fungsional Umum
pada Subbag
Program dan Data

Dinas Sosial
Provinsi
Sumatera Barat

Anggota

11 DESI AGUSTINA SYAHRIAL, S.E.
NIP.19760830 201001 2 005

Kasi Pengolaharr
dan Fenyajian Data
Kependudukan

Dinas FPKBKPS
Provinsi
Sumatera Barat

'Anggota

r2 DEI{Y LESMANA DARUSAMIN, S.T.
NIP.19761212 200604 1 003

Kasi Kerjasarna dan
Inonasi Petrayanan

Dipas PPKBKPS
Provinsi
Surnatera Barat

Anggota



13 M. NAZIF, S.Sos.
NrP. 197S1225 2AA8A2 1 001

Kasi Monitoring dan
Evaluasi

Dinas PPKtsKPS
Provinsi
Sumatera. Barat

Anggota

t4 DON VEDRO, S.E.
NrP.19850315 201001 L O17

Pj. Kasi Bina
Dinamika Penduduk

Dinas PPKBKPS
Provinsi
Sun'ratera Barat

Anggota

15 FITHRATUL MUSLIMAH, S.Korn"
NrP. 198403 19 201001 2 A2o.

F'uirgsional Umurn
pada Seksi
Pengolahan dan
Penyajian Data
Kependudukan

Dinas PPKBKPS
Provinsi
Sumatera Barat

16 NONONG HANUGRAH, S.Korn.
NrP.19780319 201001 I OO4

Fungsior,ml Umum
pada Seksi
Kerjasarna dan
lnovasi Pelayanan

Dinas PPKBKPS
Frovinsi
Sumatera Barat

Anggota

77 AFRIADY AS, S.T.
NIP.19840407 201001 1 010

Fungsional Umum
pada Seksi
Monitoring dan
Evaluasi

Dinas PPKtsPKS
Provinsi
Sumatera Barat

Anggota

18 STEFAN ANTONIO, S.STP.
NrP.19930413 201501 t OO2

Fungsional Umum
pada Seksi
Kerjasama dan
Inovasi Pelayanan

Dinas PPKBKPS
Provinsi
Sumatera Barat

Anggota

0 GUBERNUR SUMATERA BARAT,

/:"


